
 

                                                               

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 4 TAHUN 2021    

 

TENTANG 

 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

 TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4)  

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 

tentang  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun,  perlu 

membentuk Peraturan Bupati Madiun tentang Kemampuan 

Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 ; 

 

Mengingat  : 1.  Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 

Perbendaharaan ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 

Daerah  ; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 ; 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja  ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ; 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten    

Madiun  ; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam  Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. 

2. Bupati adalah Bupati Madiun. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun, sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun  sesuai   dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang 

memegang Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

6. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah 

klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar 

penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses 

dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 
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BAB II 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pasal 2 

 

(1) Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah, dihitung berdasarkan besaran 

Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil 

Negara. 

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 

(3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

 

Pasal 3 

 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan KKD adalah Data 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) Tahun Anggaran 

sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan. 

(2) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan KKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Penghitungan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

 

Pasal 4 

 

(1) KKD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebesar                               

Rp. 542.272.871.113,37 (Lima ratus empat puluh dua milyar dua ratus 

tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga belas 

rupiah tiga puluh tujuh sen). 

(2) Berdasarkan Perhitungan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) maka KKD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 ditetapkan 

dalam kelompok KKD Sedang. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

 

   Ditetapkan di Caruban 

   pada tanggal 4 Januari 2021   

BUPATI MADIUN, 

            ttd. 
 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

 
Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 4 Januari 2021   

SEKRETARIS DAERAH, 

   ttd. 
TONTRO PAHLAWANTO 

    
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 4 

 
 SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 
      KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd. 
 

ALIF MARGIANTO 
    NIP. 197805252002121006 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

Asisten Pemerintahan dan 

Kesra 

 

Kepala Bagian Hukum  

 


